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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi serta implementasi kinerja
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Taman
Wisata Air Wendit. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan telaah
dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan
analisis implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
(PPK-BLUD) yang di terapkan di Taman Wisata Air Wendit cukup efektif dan
efisien. Hal ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan implementasi pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) di Taman
Wisata Air Wendit sudah diterapkan dengan baik. Hambatan yang dihadapi oleh
Taman Wisata Air Wendit pada tahap perencanaan adalah belum digunakannya
aplikasi IT yang memerlukan banyak waktu dan SDM, hambatan pada tahap
pelaksanaan adalah kompetensi SDM.

Kata kunci:
Implementasi Kinerja; Badan Layanan Umum; Taman Wisata Air Wendit
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Abstract

This study aims to determine the efficiency and implementation of the performance
of the Financial Management Pattern of the Public Service Agency (PPK-BLU) at
the Wendit Water Tourism Park. The research method used is qualitative analysis.
Data collection techniques carried out by interviews, literature study, and study of
documents related to research. The results of this study, based on an analysis of the
implementation of the financial management patterns of the regional public service
agencies (PPK-BLUD) applied in the Wendit Water Tourism Park are quite
effective and efficient. This shows that in the implementation of the financial
management pattern of the regional public service agencies (PPK-BLUD) in the
Wendit Water Tourism Park it has been implemented well. The obstacle faced by
Wendit Water Tourism Park at the planning stage is that IT applications have not
been used that require a lot of time and human resources, the obstacles at the
implementation stage are SDM competencies.

Keywords:
Performance Implementation; Public service agency; Wendit Water Park
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan pada sistem pemerintahan yang awalnya menganut pola
pertanggungjawaban terpusat berubah menjadi pola desentralisasi. Otonomi daerah
dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah, kedua landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan
dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan
bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia.

Indonesia telah mengadopsi pemikiran new public management (NPM)
dengan melakukan reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun
2003, dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan negara yang baru, yaitu
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara, dan Undang-Undang No 15 Tahun 2005
tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dengan ketiga paket peraturan keuangan
negara tersebut telah merubah pola pikir yang lebih efisien, profesionalitas, akuntabel,
dan transparan, dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi

penganggaran berbasis kinerja, yang membuka koridor bagi penerapan basis kinerja
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di lingkungan pemerintah. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana
pemerintah menjadi lebih jelas yang hanya mempunyai input dan proses sekarang
menjadi berorientasi pada output (Jahra, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok
dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola
pengelolaan keuangan yang fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-
praktik bisnis yang sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada
masyarakat dengan tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas melalui
BLU. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
Tentang pengelolaan Keuangan BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
menyebutkan pula mengenai Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
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Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Disamping itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 menyebutkan Pola pengelolaan Keuangan BLUD merupakan pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk

mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.

Dalam hal ini, peneliti akan mengkhususkan meneliti bagaimana penerapan
efisiensi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah. Menurut Munandar, dalam
anggaran swasta (2001:225) efisiensi budgeting merupakan anggaran yang
merencanakan secara lebih terperinci tentang tingkat perubahan biaya, terutama biaya
tidak langsung, sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke
waktu selama periode yang akan datang. Aktivitas tersebut dapat dinyatakan dalam
bentuk jam tenaga kerja tidak langsung, jam kerja mesin, unit hasil produk (output).
Sedangkan dalam sektor publik, efisiensi budgeting adalah harga barang/jasa per unit
telah ditetapkan dimana dalam penganggaran belanjanya dapat bertambah, dan
berkurang atau setidaknya proporsional. Dengan efisiensi budgeting, dapat

menyajikan jumlah-jumlah pengeluaran yang disesuaikan dengan aktivitas aktual
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terhadap pengeluaran aktual dalam laporan kinerja bulanan.

Akan tetapi, selama ini berbagai instansi pemerintah seperti taman wisata dan
universitas hanya bisa melaksanakan praktik pengelolaan anggaran sesuai dengan
standar dan kebijakan pemerintah. Menurut Waluyo (2011), pada kenyataannya
kualitas pelayanan sektor publik sering tertinggal dengan kualitas pelayanan sektor
swasta, hal ini sering dikaitkan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar
oleh para pengguna. Oleh karena itu, dalam lingkup kerja pemerintah dibentuklah
satuan kerja yang disebut Badan Layanan Umum. Waluyo (2011) dalam jurnalnya
mengemukakan bahwa:

Instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan
kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang
fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerpakan paraktek-praktek bisnis yang
sehat dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan
tetap menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dapat dilaksanakan
melalui pola pengelolaan keuangan baru bernama Badan Layanan Umum.

Keberadaan Badan Layanan Umum menjadi sangat penting untuk pengelolaan
keuangan yang lebih baik demi tercapainya efisiensi dan efektivitas. Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum yang menekankan adanya perubahan sistem anggaran tradisional
menjadi Anggaran Berbasis Kinerja dan berbasis akrual. Namun, dikarenakan sistem
Anggaran Berbasis Kinerja masih tergolong baru dalam lingkup pemerintahan
Indonesia, sistem tersebut masih perlu dipantau lebih jauh lagi, bagaimana praktiknya

dan bagaimana hasil yang diberikan atas penerapan sistem tersebut.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 dimana wewenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
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masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dikenal

dengan sistem Otonomi Daerah (OTODA).

Sistem ini diharapkan pemerintah Kabupaten maupun Kota dapat
mengembangkan potensi baik SDA dan SDM di masing-masing wilayah yang
dipimpin. Dengan begitu menjadikan pemerintahan Kabupaten dan Desa dapat berdiri
sendiri atau mandiri dan mampu bersaing dalam pembangunan dan pengembangan

antar pemerintah daerah.

Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang sebagai salah satu kabupaten yang
ada di Indonesia pun tak luput untuk menganut sistem OTODA. Pemkab Malang
memiliki luas 3.519 Km?2 yang terbagi dalam 390 Kelurahan/Desa dan 33 Kecamatan
tersebut memiliki potensi baik dari SDA maupun SDM. Dari letak geografi
Kabupaten Malang memiliki letak yang strategis baik dari segi perekonomian,

pertanian dan pariwisata.

Potensi seperti itu diharapkan Pemkab Malang mampu memaksimalkan
keragaman yang ada di wilayahnya. Salah satu yang potensi yang digencarkan oleh
Kabupaten Malang sebagai penyumbang pemasukan daerah adalah melalui bidang
kepariwisataanya. Kabupaten Malang memiliki banyak sekali tempat pariwisata yang
dapat dikembangkan baik pada wisata air, wisata gunung, wisata sejarah, wisata air

terjun, wisata pantai, wisata agro dan wisata religi.

Salah satu tempat wisata andalan Kabupaten Malang adalah Wendit Water
Park. Tempat wisata yang terkenal dengan keberadaan habitat monyet-monyet ini

terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis sekitar 8Km dari pusat Kota Malang.
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Konon sumber mata air yang keluar dari dalam tanah dan membentuk sebuah kolam
dipercaya masyarakat sekitar memiliki khasiat yaitu dapat menyembuhkan penyakit

dan membuat awet muda.

Pariwisata dipandang sebagai urusan publik karena besarnya harapan publik
terhadap manfaat yang akan diperoleh dari pariwisata ini. Mengingat pariwisata
merupakan urusan publik yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat, maka pariwisata menjadi salah satu perhatian penting bagi administrasi

publik.

Taman Wisata Air Wendit merupakan salah satu obyek wisata yang
diunggulkan di Kabupaten Malang. Sebagai obyek wisata yang dikelola oleh
Pemerintah, Taman Wisata Air Wendit memiliki beberapa masalah yaitu tidak dapat
mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Malang, pendapatan cenderung turun, dan adanya kebocoran tiket. Seperti di
ungkapkan dalam media online dalam Solopos.Com oleh General Manager Taman
Wisata Air Wendit, Gunawan, mengatakan “Masih banyak pengunjung yang masuk
tanpa membeli tiket serta adanya tiket palsu”. Safi’i menyatakan bahwa hal tersebut
merupakan penyebab belum tercapainya target pendapatan asli daerah (2015). Oleh
karena itu diperlukan tata kelola yang baik agar dapat menyumbang pendapatan asli
daerah dengan optimal.

Data awal yang penulis dapatkan terdapat penurunan pendapatan dari tahun
ke tahun dalam mengimplementasikan PPK-BLUD yaitu adanya tingkat kebocoran
tiket, diprediksi mencapai 40%. Pada tahun 2015, pemasukkan dari hasil penjualan

tiket hanya mencapai Rp 2 miliar. Seharusnya pendapatan mencapai Rp 2,5 miliar,
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sehingga terjadi kebocoran sebesar Rp 500 juta, disamping itu tingkat kunjungan
wisatawan yang datang cederung menurun pada hari biasa. Pada hari-hari biasa,
jumlah wisatawan sekitar 500 orang. Namun, bila memasuki musim liburan sekolah
dan akhir pekan, jumlah pengunjung bisa mencapai 2.000 orang. Dengan tingkat
pendapatan yang menurun dan relatif tidak stabil, oleh karnanya perlu diteliti apakah
hal tersebut berpengaruh pada kinerja keuangan secara keseluruhan, sehingga dapat

diketahui apakah taman wisata sudah efisien dan efektif dalam pengelolaan nya.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti bermaksud meneliti lebih
jauh terkait Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
di Taman Wisata Air Wendit dengan judul penelitian sebagai berikut: “Studi
Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman

Wisata Air Wendit Periode 2015-2019”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka masalah penelitian dapat di rumuskan

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana efisiensi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) di Taman Wisata Air Wendit periode 2015-2019?

2. Bagaimana kinerja dan tata kelola di Taman Wisata Air Wendit periode
2015-2019?

3. Seberapa besar pengaruh implementasi pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah terhadap kinerja Taman Wisata Air Wendit

periode 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara khusus penelitian ini bertujuan
untuk :

1. Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) di Taman Wisata Air Wendit periode 2015-2019.

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja dan tata kelola di Taman Wisata
Air Wendit periode 2015-2019.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah terhadap kinerja

Taman Wisata Air Wendit periode 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat diantaranya sebagai
berikut :
1. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai BLUD dan Kinerja
Taman Wisata Air Wendit periode 2015-2019 antara konsep dengan
efisiensi pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD)
di Taman Wisata Air Wendit periode 2015-2019.
2. Bagi Pemerintah
Bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam
mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan Kinerja instansi
atau entitas yang termasuk kedalam BLUD Kabupaten Malang dan
penerapan BLUD.

3. Bagi Peneliti Lain
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi
untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan
bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

Bagi Akuntansi Sektor Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
informasi untuk instansi akuntansi sektor publik agar dapat memahami
konsep BLUD dalam mempengaruhi kinerja Taman Wisata Air

Wendit periode 2015-2019.
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kelola di Taman Wisata Air Wendit periode 2015-2019 serta untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh implementasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah terhadap kinerja Taman Wisata Air Wendit periode 2015-2019.
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif
sederhana dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) yang di
terapkan di Taman Wisata Air Wendit cukup efektif dan efisien. Hal ini
menunjukan bahwa dalam pelaksanaan implementasi pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) di Taman Wisata Air
Wendit sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku
dan sesuai dengan Mendagri No.61 tahun 2007 tentang pedoman teknis
pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kkinerja yang
ditunjukan oleh Taman Wisata Air Wendit termasuk dalam kategori baik.
Hal ini menunjukan bahwa Taman Wisata Air Wendit selalu menunjukan
kinerja yang baik seperti penetapan anggaran rutin Taman Wisata Air

Wendit dianggarankan secara efesien dan efektif, dan Taman Wisata Air

ak Cipta Milik UNISMA



Wendit bisa membangun sarana dan prasarana sendiri, mampu mengelola
pengeluaran sendiri untuk kegiatan operasional, adanya penyerapan
anggaran, pembuatan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) secara terperinci

untuk rencana jangka panjang.
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3. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukan bahwa implementasi pola

l1]
g
=
ol
=
g
o]
]
2]
]
S
=}
g
&
)
<)
>
=
=]
-

pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD)
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja Taman Wisata Air
Wendit. Jadi semakin tinggi efektivitas penerapan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD), maka akan semakin

tinggi pula kinerja Taman Wisata Air Wendit.
5.2  Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud memaparkan beberapa
keterbatasan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

keterbataan tersebut adalah:
1. Bagi Taman Wisata Air Wendit

Dari analisis pengelolaan keuangan BLU, dalam penyusunan anggaran
terdapat beberapa kekurangan seperti proses penyusunan perencanaan dan
penganggaran bersifat manual belum menggunakan aplikasi, sehingga
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tersebut menyebabkan
banyak memakan waktu, sumber daya manusia dan biaya. Dalam
pelaksanaan anggaran di Taman Wisata Air Wendit terdapat beberapa
kekurangan yaitu kompetensi sumber daya manusia (SDM) masih rendah

dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Kekurangan dalam

ak Cipta Milik UNISMA
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5.3

penyusunan laporan keuangan Taman Wisata Air Wendit adalah dengan
digunakan 2 (dua) standar pelaporan keuangan yaitu SAK dan SAP adalah
memerlukan SDM vyang lebih dari 1 orang untuk menyusun laporan
keuangan Taman Wisata Air Wendit dan memakan waktu dalam
melakukan konsolidasi dari laporan keuangan SAK menjadi laporan

keuangan SAP.
Penelitian

Penelitian ini hanya mengambil data internal Taman Wisata Air Wendit
saja, sehingga informasi yang diperoleh hanya sebatas wawancara dan
studi dokumen dari pihak internal, sehingga keterbatasan yang di peroleh
adalah kurangnya pegawai yang memadai di bidangnya dan sistem

pengelolaan dibidang tugas, pokok dan fungsi perlu ditingkatkan
Bagi Peneliti

Penelitian ini hanya mengambil data internal Taman Wisata Air Wendit,

kurangnya informan pendukung lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud mengajukan beberapa

saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran

tersebut adalah:

1

Bagi Taman Wisata Air Wendit

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh implementasi
pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD)
terhadap kinerja Taman Wisata Air Wendit. Namun dari hasil penelitian

3
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tersebut masih ada dimensi yang harus diperbaiki seperti pada dimensi
proses penyusunan perencanaan dan penganggaran bersifat manual belum
menggunakan aplikasi. Untuk itu kepada pihak Taman Wisata Air Wendit
yang sudah berstatus BLUD disarankan agar lebih meningkatkan lagi
pengelolaan dibidang Sumber Daya Manusia dengan melakukan pelatihan
dibidang pengelolaan keuangan, marketing, dan lain sebaginya dan
meningkatkan Information and Technology.

Penelitian

Penelitian ini hanya mengambil data internal Taman Wisata Air Wendit
saja, sehingga informasi yang diperoleh hanya sebatas wawancara dan
studi dokumen dari pihak internal, sehingga keterbatasan yang di peroleh
adalah kurangnya pegawai yang memadai di bidangnya dan sistem
pengelolaan dibidang tugas, pokok dan fungsi perlu ditingkatkan.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah faktor lain yang
kemungkinan memiliki pengaruh dalam meningkatkan kinerja Taman
Wisata Air Wendit sebagai badan layanan umum daerah selain faktor
implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
(PPK-BLUD). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Taman

Wisata Air Wendit yaitu sistem informasi akuntansi.
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